
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.777, 2018 KEMENKEU. Nilai Pabean untuk Penghitungan 

Bea Masuk. Perubahan Kedua.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 62/PMK.04/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN  

UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang 

Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk 

Penghitungan Bea Masuk; 

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas 

hasil penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh 

pejabat bea dan cukai, serta hasil pelaksanaan penelitian 

ulang terhadap tarif dan nilai pabean oleh Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, baik 

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan 

mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk 

Penghitungan Bea Masuk; 
 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 

tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 433) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 

tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK 

PENGHITUNGAN BEA MASUK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk 

Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 433) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan 

Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 364), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga  

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Metode pengulangan (fallback) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan 

cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan tata cara yang 

wajar dan konsisten, yang diterapkan secara 

fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di 

dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu. 

(3) Penggunaan metode pengulangan (fallback) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran 

VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor      

160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk 

Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 

tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea 

Masuk. 

 

2. Ketentuan ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Pasal 22 

diubah, dan di antara ayat (3b) dan ayat (4) disisipkan     

1 (satu) ayat yakni ayat (3c), sehingga Pasal 22 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai 

melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang 

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 

dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. 
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(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. mengidentifikasi apakah barang impor yang 

bersangkutan merupakan objek suatu transaksi 

jual-beli; 

b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk 

dapat diterima sebagai nilai pabean; 

c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang 

seharusnya ditambahkan/tidak termasuk 

dalam nilai transaksi; 

d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-

barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan 

e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean 

yang tercantum pada pemberitahuan pabean 

impor. 

(3) Penelitian nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor 

yang diajukan oleh: 

a. Importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan;  

b. Importir Operator Ekonomi Bersertifikat 

(Authorized Economic Operator); 

c. Importir produsen dengan kategori risiko rendah; 

d. Importir yang mendapatkan fasilitas dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal; 

e. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE 

Pembebasan; 

f. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan 

dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau 

g. Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah yang mengimpor secara langsung. 

(3a) Penelitian nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 

terhadap pemberitahuan pabean impor yang diajukan 

oleh Importir dan Instansi Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada    

ayat (3), apabila terdapat informasi dan petunjuk yang 
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dapat dipertanggungjawabkan dari unit pada 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi di 

luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

(3b) Dalam hal pada pemberitahuan pabean impor 

beserta dokumen yang menjadi lampirannya yang 

disampaikan oleh Importir dan Instansi Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) terdapat Bukti Nyata atau 

Data yang Objektif dan Terukur yang 

mengakibatkan perbedaan pembayaran bea masuk, 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan 

penetapan nilai pabean. 

(3c)  Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan penelitian nilai pabean melalui 

penelitian ulang atau audit kepabeanan dengan 

mempertimbangkan manajemen risiko terhadap 

pemberitahuan pabean impor yang disampaikan 

oleh Importir dan Instansi Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

(4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian nilai 

pabean terhadap importasi yang dilakukan oleh 

Importir, dan Instansi Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dalam hal: 

a. barang ekspor yang diimpor kembali (barang re-

impor); 

b. barang impor terkena pemeriksaan acak; atau 

c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat 

digunakan untuk melakukan penelitian nilai 

pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat 

mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut 

kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga 
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